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Terdapat dualembaga yang memiliki kewenangan yang sama dalam seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di
tingkat kasasi yang saling tumpang tindih yaitu Komisi Yudisial dan Kemenakertrans akibat dari
disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui,
memahami, menelaah, dan menganalisis pengaturan seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di Tingkat Kasasi di
Indonesia, dan mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis sistem seleksi calon hakim ad hoc PHI
di tingkat kasasi yang ideal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2011 telah memberikan kewenangan kepada Komisi Y udisial untuk melakukan
seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di tingkat kasasi, namun dalam undang-undang tersebut tidak membuat
aturan peralihan yang mencabut aturan kewenangan seleksi Hakim Ad Hoc PHI dari tangan
Kemenakertrans, sehingga pelaksanaan seleksi belum berjalan sebagaimana mestinya.
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There are two institutions that have the same authority in the selection of PHI Ad Hoc Judge candidates at
the level of overlapping cassations, namely the Judicial Commission and the Ministry of Manpower due to
disharmony in regulation. This study aims to know, understand, examine, and analyze the selection
arrangements for PHI Ad Hoc Judges in the Supreme Court, and to know, understand, review, and analyze
the ideal PHI ad hoc candidate selection system in the Supreme Court. The research method used in this
study is normative juridical, which refersto legal norms contained in the legislation. Law No. 18 of 2011
has granted the Judicial Commission the authority to select PHI Ad Hoc Judge Candidates at the Supreme
Court, but in the law it does not make a transitional rule that revokes the PHI Ad Hoc Judges authority from
the Ministry of Manpower, so that the implementation selection has not been running as it should.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20494223&lokasi=lokal

